BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Regulasi yang mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum bagi
konsumen dalam transaksi jual beli online (E- Commerce), diantaranya
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Serta Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik, yang secara umum apabila dalam transaksi jual beli
online tersebut konsumen merasa dirugikan, maka konsumen tersebut oleh
hukum diberikan instrumen dalam bentuk upaya hukum. Baik melalui
gugatan secara perdata maupun melalui proses secara pidana.

2. Penyelesaian sengketa antara penjual (pelaku usaha) dan pembeli
(konsumen) dalam transaksi jual beli online terdapat dua alternatif yang
dapat ditempuh oleh pelaku usaha maupun konsumen sesuai yang telah
diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
350/MPP/Kep/12/2001 diantaranya melalui litigasi (pengadilan) dan non-
litigasi (di luar pengadilan).

Apabila penyelesaian sengketa dilakukan melalui non-litigasi (di luar
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sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 sebagai alternatif utama untuk
menyelesaikan sengketa konsumen tersebut, baik melalui konsiliasi,
mediasi ataupun arbitrase. Apabila upaya damai tidak berhasil atau gagal
mencapai kata sepakat melalui proses non-litigasi, maka para pihak yang
merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri atau
melalui proses litigasi, apabila para pihak tidak terima dengan putusan yang
dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, maka dapat mengajukan kasasi ke
Mahkamah Agung.
B. Saran
Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang penulis rekomendasikan
sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah agar sering memberikan sosialisasi kepada
masyarakat terkait dengan hak-hak konsumen karena selama ini banyak
sekali konsumen yang tidak memahami hak-haknya, sehingga sering
dirugikan oleh pelaku usaha.

2. Diharapkan kepada pemerintah untuk merevisi beberapa pasal dalam
UUPK yang mengatur tentang penyelesaian sengketa konsumen. Misalnya
berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen yang cepat, sederhana,
dan dengan biaya yang murah. Kerena dalam pelaksanaannya masih jauh
dari kenyataan. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya panduan

teknis dalam pengaturan aspek yang terkait dengan hukum acaranya.
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